
PERATT]RAN BTIPAI LEBONG
,l

NOMOR 80 TAHT]N 2OI7

: : TENTAI\G',a

- MAKI]NTAN.PI
PEffiKABI]PATENLEBONG

PEMERINIAH KABT]PATEN LEBONG
2017



BIIPATI LEBOHG
PRO'EITSI BTITGKULU

PERATT'RAIT BTIPATI LEBONG
rrouoR Ba ternrn zotT

TEI{TAT{G

I{EBIJAXAH AKT'ITTANSI PEMERINTAII I(ABI'PATTN LEBONG

DEITGAI{ RAIIMAT TT'}IAN YAilG MAI{A ESA

t
Menimbang : a.

-t
Mengingat

BIJPATI LEBONG, -

't

bahwa dengan adanya Perubatran Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2AL6 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2OtO tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebogai dasar Peraturan
Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daeratr
Kabupaten Lebong, Perlu disesuaikan agar
Penyelenggeraarl Pengelolaagr Keuangan di l(abupaten
Lebong dapat berjAlan dengan tertib; ds

bahwa penerapan 'standar atnrntensi pemerintahan
berbasis almral sebagaimana diahrr dalam Peraturan
Pemerintah No 71 I'ahun 2OLO harus segera disesuaikan
dan diter'apkani

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dal4m hr,rruf a. dan huruf b untuk tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Lebong 'tentang ,Kebiiakan Akuntan3i Pemerintah
Kabupater. *Oor*.,, '

t. Undang-Undang Nornor" 9' Tahun 1967 tentang
Fembentukan Propinsi Bengkulu (Iembaran Negara

" Rdpublik Indonesip Tahurr 1967 Nomor 19, Tamb'ahan
'Irmbafan Negara Republik hrdonesia Nomor 2528};

2. Undqng-Undang No*o. 72 Tahun 1985 tentang Pajak" Bumi dan Bangunan (Iembgg:an Negara Republik Indonesia
Tatrun 1985 Nomor 68, fambatran Lembaran Negara
Republik Indtnesia N@or 3312), sebagaimana telah
diubih dengdn tlndang-U_ndang Nomor La Tatrun Lgg4
tentang ngrubahn -AFsfi Undang-Undang Nomor; L2
Tahun 198:i tcotaogkiiak Bumi dan Bangunan (Lembara.n
Negara nnryUir lndonesia Tahun Lg94 Nomor 62,
Tambahro r.cmhren Negara BeFrbtik Indonesia Nriinor
3s691; e

.'D1

b.

c.



3. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun L999 tentang
Penyelenggaraarr Negara, yang Bersih dan Bebas dari
Kompsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia I'ahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lemi:aran Negara Republih lndonesia Nomor.385 1);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tatrun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak A.tas Taqatr dan Bangunan (kmbarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 130,
Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
3e88);

5. Undang-Unciang Nornor 17 Tahun 2OO3 tentang KeuangSl
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor i 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42861;

6. Undang-Undang Nomor' 39 Tatrun '2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkrrlu (kmbarrrn Negara
Republik IndonesiaTahun 2OO3 Nomor L34, Tambahan
Lem baran Ne gara la.Oub* Ird.onesia Nomor' 4349 ) ;

7. Undang-Undang' Nornor 1 Tatrun 2OO4 tentlng
" Perbenrlaharaan Negara (Irmbararl Negara Republik
. Irrdonesia Tahun' 2OO4 Nrlmor 5, Tambahan l,embaran

Negara Rgnubli\ Indonesia Nomor a355);

8. Uirdang-Undang Nomor 15 Tatrun 2AO4 ten'tang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negpra (Lpmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4

Nomor 66, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoi' aaOo);, .,

g. Undang-Undang Nimor 2$ Tatrun 2OO4 tentang Sistem
t Perencanaan Pembangunan .Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambatran
I4mbaran Negara 

fenuUtit< 
Indonesia Nomor M2Ll;

1O. Unddng-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuarigan Antafa Pemerintatr Pusat dan

." Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'fatnrn 2W Nqor L26, Tambahan lembaran
*"*, 

T= 
Republik Indonesr4 iNomor 4a381;

l1."Undang-Undang l[qr *8 Tatrun 2OO9 tentang Pqiak
Daeratr dan Rctrihrsi Daerah (Lembaran Negara ReSublik
Indoncsia .Tatnrn. ?0Og' No*or- 13O, Tambahan km-baran
Nqaraefrffftrndhmc'sia Nomor 5Oa9); 

,j,
i\

,.=



12. Undang-Undang l{mm 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Feralrran Fenrndang-undangan (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIL Nomor: 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

13. Undang-Undang Nomilr 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OL+ Nomor 244, Tattbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana
telatr diubah beberapa kali teraklrir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perrbatran Kedua
Atas Undang-Undang Nornor 23 Tatrun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambatran lembaran
Negara Republik Indonesia lVomor 56791;

14. Peraturan Pemerintatr. Nomor 20 Tatrun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 dan
Pelaksanaan Pemerintahalr di Provinsi Benglutu
(L,embaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 1968 I'{omor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 285a1;

15. Perattrran Pemerintah Nomor 24 Tatrun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan 'Perrnrakilan Rakyat Daeratr (L,embrart
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan l,embararr Negetra Republik Indonesia Nomor

. ++tO'1, sebagaimana telatr beberapa kali diubatr, teralctrir
dengan Peratr.rran Pemerintatr Nomor 2L Tatrun 2OO7
tentang .Perubdhan Irretiga atas Peraturan Femerintah
Nornor 24 Tatrun 2OO4, tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralqyat Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahirn 2OO7 Nomor 47, Tambatran Lernbaran Negara
Republik Indondsia Nomer 4'l l2l;

16. Peraturan Pemerintifi Nomgr 14 Tahun 2OOS tentang Tata
+ Cara Pengirapusdn Piutang. Negara/Daeratr (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2OOS Nomor 31,
T4mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomort "
a488);

17. Peraturan Pemerintdh Nornor '23 Tatrun 2OO5 tentang
,. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indone{ _Tatrun 2OO5 Nomor 48,
Tambatran kmbaran Neg;#a Republik Indonesia Nomor
450121, seba8eimqna telag diubatr dengan Peraturan
Pemerintah Nooor 74*Tahq6r 2OL2 tentang PenrbaharlAtas
Peratuian Pemcrintah cNomor 23 Tatrun 2OO5 tefitang
Pengeblaan Xcuaagan fiadan Umum (kmbaran
Nqara Rcfttl Indonesia Taln:n 2Ol2 Nomor \TL,

- Tasrbahm Lcmhuqn Negara Republik Indonesia Nomor
.,ffi|i .



18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang Dana
Perimbnngan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pegnerin'ta.tr Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem lnformasi Keuangan Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nonoor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761,
sebagzdmana telatr diubah dengan Peratural Pemerintah
Nomor 65 Tahrm 2O1O tentang Penrba.l.an Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 'Iahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangarr Daerah (I,gmbaral Negara Republik
Ildonesia Tatrun 2o1O Nomor 11O, Tambatran Lembaran
Negara Republik lridonesra Nomor 5155);

2O. Peratgran Pemerintah Nomor 58 l'ahun 2OO5 tentang
pengeiolaan Keualgan Daeratr (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 14O, Tambahan Lembarag
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 65 ta-trun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staldar Pelayanan
Minimal (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nouror l$O,"Tambatran Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomof a585h .5

22.Peraturan PeLerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
' Pelaporan "Keualgan dal Kinerja' Instalsi Pemerintah
' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahgn Lernbaran Negara Republik Indonesia
.Nomor a6la\

23. PerSturan Pemerintatr Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Lgporan Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah Kepada
pdmeriritah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerdh Kepa{a DPRD, dan Inforrnasi Laporan
Penyelenggaraan ,Pemerintatran Daeratr Kepada
Masyarakat (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor L9, 'Iambahqn. Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6931;

24,pPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
, Pembagian Unisan Pemerintahan Antara Pemerinta-tr,

Pemerintahan Dae.rah ftovinsi, dan Pemerintatran Daeratr
Kabupaten/Ko'ia. fl,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nom, or .82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomff +ASA ;

25. Pegaturan nemerintan,fNomor 60 Tatrun 2OO8 tentang
, Sistem FF4gendali4le IoFo Pemerintatr (Lembaran Negara

Republik lndonesia 
"T"flrrlr 

2OO8 Nomor 127, Tqnbatran
Lenbarran l{qana Rcpi&lik Indonesia Nomor 4890);

26. Ferallran'' hainEh Nomor 7L Tahun }OLO tentang
' Standff, .6,hffii kmerintahan (Iembaran Negara,, Relnrhfik Inrlcryii hahun 2O1O Nomor- L23, Tam,batran

r crntum ilqErryrffi( Indonesia Nomor SiOS);



2T.Perattrran Pemerintah Nomor 30 ratrun 2011 tentang
Pinjaman Daerah flembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oLL Nomor 59, Tambatrari Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S2L9l;

28. Peratural Pemerintah Nomor 2 Tatrun 2oL2 tentang Hibah
Daerah (I-emba-ran Neggra Republik Inrlonesia Tatrun 2oL2
Nomor 5, l'ambahan kmbaran Negara Republik Ind.onesia
Nomor 5272l,;

29. Peraturan Pemerintatr Nomor 2z tahun 2oL4 tentang
Pengelolaan Barang Miuk Negara/Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

3o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norrror 13 Tatrur, 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telatr diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oLl
tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIL Nomor 31O);

31. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor s5 I'ahun 2oog
tentang Tatacara Perratausahaan dan penytrsunan Laporan
Perta:rggungf awaban Bendahara serta penyampaiannya;

32.Peraturan Menteri bahm Negeri Nomor 32 Tahun €011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuanr Sosial

" yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Elelanja
, Daerah sebagqimana . telah diubah dengal Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nornor 39 Tahun 20'12 tentang
, Pembahan Atd.s PerahrranMenteri Daram Negeri Nomor 32

Tahun 2oll tentang Pedoman pemberian Hibah dan
Bantua. Sosial Yang []e'sumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara nepuutit
Ind.onesia Tahun 2Ol2 Nomor S4O)i

33. Peratureur uentea Dalarn" Negeri Nomor 64 Tahu n 2oL3
Tentang Penerap4n standar Akuntansi Berbasis Akrual
Pada Pen:erintahan Daerah (Berita Negara Republik{L Indonesia Tahun 20lg Nomor 1/l21l;

34. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor go ra}.un 2015'fentang Pembentukan prociuk Htrkum Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia T,ahun 2O1S Nomor 2ffiq;
35. Peraturan Daeratr Kabupaten L,ebong Nomor 13 Tahun. 2obo tentang pokok-pokok pengelolaair xeuangan Daeralr,

sebagaimana telah cliutEilr. dingan peraftrta' Daerah
Kabupaten 

. 
Le{ng Nqnor 2 -Tahun 2oL6 tcntang .

Pembahan Atas peiatura, Daeratr Nomor 13 Tatrun 2orctenta'g Pokok-pokok pengelolaa' Keua,ga' Daeratrl
36- Peratr-rran Daeratr Kabtpaten Lebong Nomor g rahul zorctentang Rm3na pemlangu'a' Jangrra Menengah Daerah- ff^"-l- t3uunaten Lebong Tahun-zoro samlJ;il;;zuzl (t-mbaran Daerah Kabupaten kbong Tahun ZdrcNomor 8|-

1r{

I t



f,eaetapkan :

rrnrtuTIISXAN:

,ERAT,RA,, nrrpim LEBoNc TEIITA.{e I{EBTJA,.AN

AITUITTAISSI PEUERIITTAII NABT'PATEI{ LEBONG.
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BAB I
I(ETENTUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimahsud dengan :

1. Daeratr adalatr Kabupaten l,ebong
2. Pemerintah Daeratr adalatr Pemerintah Kabupaten Lebong
3. pemerintatran Daerah adalah Pernerintahan Daerah Kabupaten kbong

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daeratr dan DPRD Kabupaten

4. Hlr"#"oalah Bupati Kaoupaten Lebong
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daelah -d^I"4

rangka penyeleng3araan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengart

uang termasuk ai-a*Utrrnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
d.engan hak dan kewajibarr Daerah.

6. pen[elolaan Ksuangan Daera]r adalah keselunrhan kegiatan yang

mellputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungi awaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
T. Akuntansi iaaUfr proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,

pengikhtisaran transaksi dan kej aclirrn ke uangan, penginterpretasian atas

g. Kerangka KonJeptuat Atcuntdnsi Pernerintahan adalah prinsip-pnnsrp
yang menrJasari pen5gsunan clan pengembangan. Standar Akuntansi
pernerintahan U"g Komite Stanclar Akuntansi Pemerintahan dan

merupakan rujufa-rr penting bagl Komite Standar Ak'ntansi
Pemerintahan, ienyrriun laloran keualgan pemeriksa dalam
mencari pern".dhdn-atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas
dalam Pernyataan $tandar Akuntarrsi Pernerintatran'

9. Sfnql t1n] *+""i Pemerintahan, selaniutnya disebut sAP, adalah
prmstp-pnnsip ikuntdnsi yang diterapkan dalam menJrursun dan
menyajikan laporan keuangan' pemeri4lah. .,

lcr. Kebijakan akuntansi,adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
kgnvensi, aturan-aturan, dan prbJ<tik-pr3ktik spesifik yang' dipilih oleh
siratu entitas pelaporan dalam pen)rusupan dan penyajian laporan
keuangan

11. Sistern Akuntagrsi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur
maniral maupun yang terkornputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah. :

12. Bendahara, Umunn Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk
* T"lrry**T fungsi Bendalrara ,*HF Daeratr yang selanjutnya

disingkat BUD.
13. trntitis Pelaporan, adalatr pnit. p"-".ifit.ft yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yarug menqrrrt $etentuan peraturan penrndang-
' undangan wajib denyampaikan ta'f:orhn pertanggungiawaban p-errrpa

laporan keuangan
14. Entitas 6ftqsiansi arlaleh unit pemerintatral pengguna

anggaran/ pen gguna berang rian B$p trn4iib tnenyelenggarakan akuntansi
dan "men1nlsun taporan ktu.ogan' untuk digabungkan pada Entitas
pel,alrorau

I

I



15' unit pemerintahan adatah pgriggLua angq3l/penggunan barang yangberada di satuan Kerja perangkat oaerau"isxro) Kabupaten Lebong

. BAB II
KEBI.'AKAT AIruilTANSI

Pasaf z

(1) Kebiiakan akuntansi pemerintah Kabupaten Lebong menerapkan SApBerbasis Akrual.

(2) Kebijakan akuntansi pemerintah ctaerah terdai atas kebijakan akuntansipelaporan keuanga, da' kebijakan almnta'si akun.

(3) Kebijakan akunkrnsi pelaporan keuangan memuat penjelasal atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai prrrar"rrr aatam penyajianpelaporan keuangan.

(a) Kebijakan akuntansi, akun mengatur d.elinisi,
per^yajian dan pengungkapan transaksi atau
Pernyata.an SAp atas:

a. Akuntansi Kas setara Kas;
b-,eAkuntansi piutang;
c. Akuntanti persed[an;
d. Akuntansi Investasi;

pengakuan, pengukuran,
peristiwa sesuai dengan

.g
a' Pemilihan metode akuntansi atas.kebijakan akuntansi dalam SAp; dalb. Pengaturan yang lebih rinci atas liebij;k ; akuntansi dalam sAp.

nu pasal g

(i) Kebijakan Atmntansi pehloran Keuhngan terdiri dari :

1 Kerangka Konseptuat Kebrjalran Akuntansi Pemerintah Daerah; *b. Kebijakan Akuntansi penyajian la.poran Keuangan:c' Kebijakan" Akuntansi Laporan Rialisasi angg;Lan Berbasib Kas clanLaporan Peruba.l.an Salrlo Anggaran [,ebi]r;d' Kebiiakan Akuntamsi Laporan operasional dan llaporal . pembahan
Ekuitas;

:. Kebiiakan Akuntansi Neraca;f. Iiebiiakan Akuntdnsi Laporan Arus Kas;. g. Kubijrkun Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2) Kebijakan Akuntansi Akun t"rairi dari: - " 
,

e. Ak-untansi Aset Tetap; '. 
,f. Akuntansi Dana "eadangan;g. Akuntansi Aset Lainnya; :

h. Akuntansi Kewajib"";
i. Akuntansi pendapatan_LO

s j. Akuntan"ie"uoi"; dan PendaRSu;LRA;

k. Akuntansi Beban; .?
1. Akuntansi Trdnsfer;
m. Aku:ltansi Pembiayaan; - P 

pn' ^6kuntansi atas Koreksi Krs1-r,"i,' perubatran Kebijakan AkuntansiPembahan Es'''na-*' Ak."*:* o"o'op.il"i yang ria-at o,an:utkan;o' Akuntansi pen5n4iian Ke'nhali d;t"t#.rt) -
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Prtd 4

(fl l(ebiiakan AkuntanS p"f.po".n' rlan Keuangan rlan Kebuakarl Akrntansi
Akun diatur lebih lanjut dalann lampiran )rang mempakan bagian yang
ti,lak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2| Lampiran Sebagaimana rlirnaksud 'Pacla ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

Kebifalr-n Akuntaasl Pelaporan Keuangan
1. I^ampiran I.O1

2. Lampiran I.O2

3. I-ampiran I.O3

4- Lampiran I.O4

or

A.5. L^ampiran I.O5

6. l,ampiran I.O6

.

7. La:npiran I.O7

9 tarnRirannll.O2

10. La:npiran II.03

11. I^amfiran II.04i

L2. L"ampiran II.05

13. Lampiran 11.06

I"ampiran lI.O7

Lao.piran II.O8

Lampiran U.Og

Keblln lran Ak'ntl,asl Ak'a
Lampiran II.O1 Kebijakan Akuutansi Akun

x

Setara Kas
:

K.ebijakan Akuntanst Akun
Kebij akan Akuntsnsi afmt
Kebijakan Akuntansi Akun
Ke bij akan Akulntansi Akun
Kebijakan Akuntansi Akun
Cadangan F

" Kebijakan Akuntami Ak,n

.I^innya . 
fr

Keb{akan Akuntansi Akun
IGhiFhn lftsstansi Akun

Nomor 01.- Kas dan

Nomor 02 - Piutang

Nomor 03 - Persediaan

Nomor O4 - Investd.si

Nomor O5 - Aset Tetap

Nomor 06 - Dana

Nomor 07 - Aset

*
Nomor 08 - Kewajiban

Nomor O9 - Pendapatan

Kerangka Konseptual Keb{i akan .Irl*:r.rntansi

Pemerintah Kabupaten kbong.
Kebiiakan Akuntansi F'elaporan Keuangan Nomor O 1 -
Penyajia-n L,aporan Keuangan.

Kebijak^an Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 01 -
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis,Kas dan

Lipor* Perubahan Saklo Anggaran L€bih (SAL).

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor O3 -
l.a.poran Operasionai 1LO1 dan la-poran Perubahan

Ekuitas (LPE).

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangam Nomor O4 -
Neraca. c

',r.rrsiPelaooranLi,-
Kebij akal Akuntansi Pelaporan Keuangan i\omo,

l,aporan Arus Kas.

Kebijakan:Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor O6 -
Catatan Atas l,aporan Keuangan.

8.

ct

L4.

15.

16.

- IXA



17- I^ampiran II.IO :

l8- Lampiran II.11

19- Lampiran 11.L2

2o.- Lampiran II.13

2L- Lampiran II.14

22- I ^rnpiran II.1S

Kebiiahg ^fiIantansi Ahrn lilonor 1O - Pendapatan

-w
Kebrjakan Alnrrr.tansi Akun Nomor 11 - Belanja

Kebijakan Akuntansi Akr:n Nomor 12 - Beban

Kebliakan Akuntansi Akun Nomor 13 -'fransfer e
Kebijakan Akuntansi Ai<un Nomor 14 - Pembiayaan

Kebijakan Akuntansi Akun Nomgr 15 - Koreksi

Kesalahan. Perubahan Kebiiakan Akuntansi,

Perubatran Estirnasi, Operasi yang Tidak

Dilanjutkan dan Kejadian Luar Biasa

Kebijakan Akuntansi Alnrn Nomor 16 - Penyajian

Kembali (Restatement)

23- Lampiran II.l,6

,l

PEl,aPofff*Ho*r**
Pasal 5i

1f| Oatam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.Entitas Pelaporan
wajib mel{rusun dan menyajikan taporan Keuangan Tahunan terdiri dari:
1. Neraca
2. laporan Realisasi Anggararr
3. taporari Perubahan SAL
4. Laporan Operasional

6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas [,aporan Keuangan

' {2) Dalarn rangka ftrtang+lngiawaban pelaksrrnaan APBD Entitas Akuntansi
unhrk unit pemeriniahan wajib menJrusun Laporan Keuangan Tahunan
terdiri dari:
1. Neraca :
3. taporgn Realisaqi Ariggaran
3. ta.porin Operasidnal " t

4. Laporan Perubahan Elhritas
S. Citatan,atds Laporaii Keuarlgan

(31 D-a]am Tlg!." pertanggungi4waban pengeloiaan perbendatraraan daerah
BUD wqiib men)rssq,' Laporan Keua'[an terctiri dari:l. Neraca
2- Laporan Realisasi Anggaran .F "3. Laporan Penrbahan SAL; -"'
4., La.1rcran Opereisional
5- Laporan Anrs l(as *'c s
6. Laporan Perubatran Ekuitas
7. Catatan atas Laporan 4*r""g".
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Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlAku, maka Peraturan Bupati Nomor
50 Tahun 2OL4 tentang Kebijakan Akuntansi, dicabut dan dinyatakan tidak
berlakui

Pas&tr 7

ftratrrran Bersnma ini mulai berlakrr pada tanggal diundangkarr.

rfgar setiap orang mengetahuirya, meneerin.tahkan pengundangan Peraturan
Bssama ini dengan peneurpatannya dalam Berita Daeratr Kabupaten Lebong.
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Diteteipkan di Tubei
pada G]lgsrl to Novonber 2oLT

Diuncrangkan d.i. T\rbei
da tanggal lo PoVetdoaf 2OLZ

SEE(PnTARIS DAt
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Lmpiran I.01

Lzrptuan 1.02
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tampiran 1.03

L"anpiran 1.04

Larnr.iran 1.05

larnpiran 1.06

larnpiran 1.07

Lampiran 11.01

Lampiran 11.02

Larqpiran 11.03

L-arfipiran 11.04

Lampiran 11.05

Lampiran 11.06

Lampiran 11.07

Lampiran I1.08

Lampiran 11.09

Lampiran 11.10

Lampiragr 11.1.1

Lampiran 11.12

Lampiran 11.13

Lampiran 11.14

Lampiran ll.15q

Lampir.an 11.16

DAFTAR LAMPIRAN

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Lebong

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 0i - Penyajian
L.aporan Keuangan

Kebijakatr Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 02 - Laporan
RealisasiAnggaran (LRA) Berbasis Kas dan Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 03 -Laporan
Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Kebijakan Akuntansi Pelaporan l(euangan Nomor 04 - Neraca

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Nomor 05 - Laporan
Arus Kas

Kebijatrqn Akuntansi Pelapclran Keuangan Nomor 05 - Laporan
Arus Kas

Kebijakan AkuntansiAkun Nomor 01 - Kas dan Setara Kas

Kebijakan AkuntansiAkuir Nomor 02 - Piutang

Kebijakan AkuntansiAkun Nomor 03 - Persediaan

Kebijakan AkuntansiAkun Nomor 04 - lnvestasi

Kebijakan Akr.rntanslAkun Nomor 05 - Aset Tetap
{s

Kebijakan AkuntafisiAkun Nomor 06 - Dana Caflangan
" Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 07 - Aset Lainnya

Kebijakan AkuntansiAkun Nonror 08 - Kewajiban

-Kebijakan AkuntahsiAkun Nomor 09 - Pendapatan-LM

Kebijakan AkuntansiAkun Nomor 10 - pend?patan-LO

Keb[akan Akuntansi Akun Nomor 11 - Belanja

Kebijakan AkuntansiAkun Nomor 12 - Beban,

Kebijakan Akuntansi Akun flo*ol 13 - Trans'fer

Kebijakan Akuntansi.it rn Nomor 14 - pembiayaan

Kebijakan AkuntansiAkun Nomoi 1S - Koreksi Kesalahan,

Iglqul!"n K.ebijakan Akuntansi, perubahan Estimasi, operasi yarrg
Tidak Dilanjutkan dan Kejadian Luar Biasa

Kebijdkan Al<untansiAkun Nomor 16 - penyajian Kembali
(Restatement)
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